BAB I11
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pada adanya ketiga Rumusan Masalah dan berdasarkan
hasil tinjauan serta data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta maka, penulis dapat menyimpulkan

bahwa ;

1. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama ini adalah pelaksanaan
pelayanan publik di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Yogyakarta belum sepenuhnya dapat memenuhi unsur good governance
karena masih terdapat kendala dalam hal SDM (sumber daya manusia).

2. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan publik dalam
pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Yogyakarta adalah kurang adanya inisiatif untuk membuat dan
membaca seluruh rangkaian kegiatan, mencari informasi pelayanan
tersebut, karena dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
membuat layanan Drive Thru, Door to Door, yang mempemudah
seluruh pengguna jasa untuk membuat E-KTP. Adapun kendala dari
pemberi jasa ialah, kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia), sehingga
kendala terjadi dalam pelaksanaan pelayanan ini menjadi sebuah hal
yang langsung dinilai oleh seluruh pengguna jasa layanan publik. Risiko
penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pengelolaan data

kependudukan juga merupakan kendala yang perlu diatasi oleh Dinas.
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3. Upaya yang telah dilakukan oleh pelaksana pelayanan publik dalam
pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Yogyakarta terkhususnya dalam pemenuhan prinsip Good Governance,
pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat layanan
Drive Thru, Door to Door, yang mempemudah seluruh pengguna jasa
untuk membuat E-KTP. Penjelasan mengenai Drive Thru ini adalah
pelaksanaan pembuatan E-KTP tidak hanya ada di kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun dilakukan juga dengan
adanya pelayanan di suatu tempat tertentu yang sebelumnya sudah di
informasikan oleh Pelaksana Pelayanan Publik, dan adanya Door to
Door, bagi penyandang disabilitas dan bagi beberapa warga yang tidak
dapat melakukan pembuatan E-KTP langsung ke kantor maupun Drive
Thru, pada pelayan publik melakukan kunjungan ke rumah warga

tersebut untuk melakukan pembuatan E-KTP.

B. Saran
Mengacu pada pembahasan dan kesimpulan sebelumnya, maka
penulis dapat memberikan saran yaitu perlunya meningkatkan SDM
(sumber daya manusia), pemerintahan juga perlu dan sangat perlu untuk
menerima feedback dari seluruh pengguna jasa dinas kependudukan dan
pencatatan sipil. Serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Yogyakarta harus lebih meningkatkan efektivitas dalam kualitas

pengerjaan. Perlu pula edukasi yang harus di perluas mengenai pendataan
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keada masyarakat, demi kelancaran proses data E-KTP, agar sebuah
pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik dan lebih efisien dalam waktu
bagi pengguna jasa maupun pemberi jasa. Dalam hal ini juga, demi
terwujudnya good governance terkhusus dalam hal responsibility, pengguna
jasa perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari pemberi jasa tersebut
dan edukasi tambahan kepada seluruh pengguna jasa. Hal yang perlu di
sampaikan adalah, apa saja tugas pokok dan fungsin dari pemberi jasa
maupun apa yang perlu di siapkan oleh penerima jasa agar pengerjaan atau
pembuatan E-KTP serta perwujudan good governance tekhususnya dalam
hal responsbility ini dapat terwujud dengan baik dan konsisten serta masing-
masing pemberi maupun penerima jasa, dapat mempertanggungjawbkan

setiap hal yang di lakukan.
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